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PERJANJIAN SERTIFIKASI  & SUB-LISENSI ISPO
LSISPO PT RPN 
dengan 
(Nama Perusahaan)
Nomor: ……………

Kontrak ini dibuat pada hari Selasa, tanggal dua puluh dua, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh lima (22-07-2025) oleh dan antara:
1. Lembaga Sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil PT. Riset Perkebunan Nusantara (LSISPO PT RPN). Perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jl. Salak No. 1A, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini diwakili oleh Adi Cifriadi, Pemegang Kartu Identitas Nomor: 3271040404790022 bertindak dalam jabatannya selaku Kepala Lembaga Sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil PT Riset Perkebunan Nusantara (LSISPO PT RPN) dengan demikian berwenang bertindak atas nama Lembaga Sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil PT Riset Perkebunan Nusantara (LSISPO PT RPN), untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama.

2. (Nama Perusahaan) Perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan dan beralamat di (alamat perusahaan), dalam hal ini diwakili oleh (Nama direktur) Pemegang Kartu Identitas Nomor: (NIK Direktur) bertindak dalam jabatannya selaku Direktur dengan demikian berwenang untuk bertindak atas nama (Nama Perusahaan), untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua

Pihak Pertama dan Pihak Kedua, secara bersama-sama selanjutnya disebut “Para Pihak”.
Para Pihak dengan ini menerangkan terlebih dahulu, bahwa:
1. Pihak Pertama adalah perusahaan Jasa Sertifikasi Independen yang telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) sesuai Surat Keputusan Akreditasi LSISPO-018-IDN, tanggal 29 Maret 2023 sehingga dapat melaksanakan pekerjaan Sertifikasi ISPO yang dibutuhkan oleh Pihak Kedua (Selanjutnya disebut “Pekerjaan”).

2. Pihak Kedua adalah perusahaan yang bergerak di bidang  (ruang lingkup) yang membutuhkan jasa sertifikasi untuk mendapatkan dan/atau mempertahankan Sertifikasi Indonesian Suistainable Palm Oil (ISPO).

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas maka Para Pihak setuju dan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama Sertfikasi ISPO (Selanjutnya disebut “Perjanjian”) dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
Pasal 1
Umum
Ketentuan Umum
1. Komitmen Kepatuhan terhadap Standar dan Regulasi
Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama berkomitmen untuk melaksanakan seluruh ketentuan dalam Perjanjian ini dengan mengacu dan mematuhi:
A. SNI ISO/IEC 17065:2012 tentang Penilaian Kesesuaian – Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses, dan Jasa;
B. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33 Tahun 2025 tentang Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (ISPO);
2. Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (ISPO) adalah sistem usaha Perkebunan Kelapa Sawit yang layak secara sosial, ekonomi, dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Sertifikasi ISPO adalah rangkaian kegiatan penilaian kesesuaian terhadap usaha perkebunan kelapa sawit yang bertujuan untuk memberikan jaminan tertulis bahwa kegiatan usaha telah memenuhi prinsip dan kriteria ISPO. Sertifikasi ISPO berlaku selama 1 siklus (5 tahun) dengan setiap tahun dilakukan penilikan.
4. Lembaga Sertifikasi ISPO (LS ISPO) adalah lembaga penilaian kesesuaian independen yang melakukan proses sertifikasi dan menerbitkan sertifikat ISPO
5. Sertifikat ISPO adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Pihak Pertama sebagai bukti bahwa Pihak Kedua telah memenuhi prinsip dan kriteria ISPO.
6. Prinsip dan Kriteria ISPO adalah ketentuan yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha perkebunan kelapa sawit yang meliputi aspek legalitas, praktik budidaya, lingkungan, sosial, transparansi, dan peningkatan berkelanjutan.
7. Audit Sertifikasi adalah kegiatan evaluasi yang dilakukan oleh Pihak Pertama terhadap Pihak Kedua untuk menilai kesesuaian terhadap prinsip dan kriteria ISPO.
8. Ketidaksesuaian adalah kondisi dimana Pihak Kedua tidak memenuhi persyaratan prinsip dan kriteria ISPO.

Pasal 2
Ruang Lingkup 
Ruang lingkup dalam perjanjian ini, berkaitan dengan sertifikasi ISPO dan sub-lisensi penggunaan logo ISPO berdasarkan syarat dan aturan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Pertanian No. 33 Tahun 2025.
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Pasal 3
Hak dan Kewajiban Para Pihak
A. Hak dan Kewajiban berkaitan dengan perjanjian sertifikasi:
a. Hak dan Kewajiban Pihak Pertama:
1. Pihak Pertama berhak mendapatkan pembayaran atas Pekerjaan Jasa Sertifikasi ISPO dari Pihak Kedua.
2. Jasa Sertifikasi ISPO terdiri dari Sertifikasi Awal (2 tahap) dan empat kali Penilikan setiap tahunnya. Masa berlaku sertifikat ISPO adalah 1 siklus sertifikasi ISPO (5 tahun). 

3. Pihak Pertama berhak mendapatkan dokumen asli atau Salinannya yaitu kelengkapan dokumen yang diperlukan untuk mendukung kegiatan sertifikasi ISPO dari Pihak Kedua.

4. Pihak Pertama berkewajiban melakukan kegiatan sertifikasi ISPO secara profesional pada Pihak Kedua berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2025, Peraturan Menteri Pertanian No.33 Tahun 2025, dan SNI ISO/IEC 17065: 2012 serta ketentuan lain tentang ISPO yang berlaku pada saat Perjanjian ini dibuat.
5. Dalam melaksanakan pekerjaannya, yaitu memberikan jasa sertifikasi, Pihak Pertama berkewajiban menggunakan auditor yang kompeten baik berasal dari lingkungan internal Pihak Pertama atau bilamana diperlukan, yang berasal dari luar lingkungan Pihak Pertama, yang dalam hal ini akan bertindak sebagai sub-kontraktor dan dijamin akan menjaga kerahasiaan data Pihak Kedua. 
6. Pihak Pertama menjamin bahwa proses sertifikasi memenuhi persyaratan ISPO.
7. Pihak Pertama membuat seluruh pengaturan yang diperlukan untuk pelaksanaan audit dan surveillance, yang memungkinkan adanya pemeriksaan dokumentasi, rekaman, akses terhadap peralatan, lokasi wilayah, personil dan sub kontraktor yang relevan.
8. Pihak Pertama menginformasikan tanpa penundaan kepada Pihak Kedua, sehubungan dengan adanya perubahan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk sesuai dengan persyaratan sertifikasi.
9. Pihak Kedua menyetujui bahwa personil yang mewakili Pihak Pertama dapat memiliki akses yang tidak dihalangi untuk mengakses kebun dan/atau fasilitas ruang lingkup yang berkaitan dengan ruang lingkup, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu selama jam kerja yang normal berlaku.

b. Hak dan Kewajiban Pihak Kedua:
1. Pihak Kedua berhak mendapatkan pelayanan Jasa Sertifikasi ISPO yang profesional dari Pihak Pertama berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2025, Peraturan Menteri Pertanian No. 33 Tahun 2025 dan SNI ISO/IEC 17065: 2012 serta ketentuan lain tentang ISPO yang berlaku pada saat Perjanjian ini dibuat.
2. Pihak Kedua berhak mendapatkan jaminan dari Pihak Pertama tentang kerahasiaan semua informasi yang diberikan Pihak Kedua.
3. Pihak Kedua berkomitmen untuk memenuhi dan menerapkan persyaratan sertifikasi ISPO berdasarkan syarat dan aturan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2025 serta Peraturan Menteri Pertanian No. 33 Tahun 2025 termasuk menerapkan ketentuan yang berlaku dalam hal adanya perubahan Ketentuan Perundang-Undangan terkait Sertifikasi ISPO.
4. Pihak Kedua berkewajiban membayar biaya imbalan Jasa Sertifikasi ISPO kepada Pihak Pertama. 
5. Pihak Kedua wajib memberikan seluruh pengaturan dan akses yang diperlukan untuk pelaksanaan evaluasi, surveilan dan investigasi, kepada Pihak Pertama, termasuk diantaranya adalah:
a. Akses terhadap dokumen, rekaman, dan informasi yang relevan;
b. Akses terhadap lokasi, fasilitas, area operasional, peralatan, dan personel terkait;
c. Akses terhadap kegiatan subkontraktor yang berkaitan dengan ruang lingkup sertifikasi;
d. Pelaksanaan investigasi atas pengaduan apabila diperlukan;
e. Partisipasi pengamat, saksi audit, atau personel akreditasi apabila dipersyaratkan.
6. Pihak Kedua wajib menyimpan rekaman seluruh keluhan, termasuk pengaduan dan tindakan perbaikan yang berkaitan dengan pemenuhan persyaratan sertifikasi ISPO dan wajib menyediakan rekaman tersebut kepada Pihak Pertama apabila diminta.
7. Pihak Kedua wajib segera menginformasikan kepada Pihak Pertama atas setiap perubahan yang dapat mempengaruhi kemampuan Pihak Kedua dalam memenuhi persyaratan sertifikasi ISPO, termasuk namun tidak terbatas pada perubahan:
a. Status hukum, kepemilikan, atau organisasi perusahaan;
b. Manajemen dan personel kunci;
c. Lokasi, fasilitas, atau ruang lingkup operasional;
d. Proses produksi dan sistem pengendalian;
e. Aspek legalitas, perizinan, dan kepatuhan; atau
f. Hal lain yang dapat mempengaruhi kesesuaian terhadap persyaratan sertifikasi ISPO.

B. Hak dan Kewajiban Para Pihak berkaitan dengan perjanjian sub-lisensi:
1. Apabila telah mendapatkan sertifikat ISPO dari Pihak Pertama, Pihak Kedua berhak menggunakan tanda/logo ISPO.
2. Pihak Kedua setuju untuk menjaga dan mengendalikan kesesuaian ruang lingkup yang telah disertifikasi oleh Pihak Pertama.
3. Pihak Pertama memberi wewenang kepada Pihak Kedua untuk membubuhkan logo ISPO pada ruang lingkup yang yang dimaksud sesuai dengan skema sertifikasi ruang lingkup yang ditetapkan Pihak Pertama, apabila pihak pertama telah sah dinyatakan mendapatkan sertifikasi ISPO dari Pihak Kedua.
4. Pihak Pertama berkomitmen melakukan pengendalian terhadap kepemilikan, penggunaan, penayangan, dan publikasi lisensi, sertifikat, tanda/logo ISPO, serta setiap mekanisme lain yang digunakan untuk menunjukkan bahwa produk, proses, unit usaha, atau sistem manajemen telah disertifikasi. Pengendalian tersebut meliputi:
a. Memastikan penggunaan sertifikat dan tanda/logo ISPO hanya dilakukan oleh Pihak Kedua yang status sertifikasinya masih berlaku;
b. Memastikan penggunaan sertifikat, lisensi, dan tanda/logo ISPO sesuai dengan ruang lingkup sertifikasi yang diberikan serta tidak digunakan untuk produk, lokasi, kegiatan, atau unit usaha di luar ruang lingkup sertifikasi;
c. Melarang penggunaan sertifikat, lisensi, dan tanda/logo ISPO dengan cara yang menyesatkan, menimbulkan persepsi keliru, atau dapat merusak kredibilitas sistem sertifikasi ISPO;
d. Mewajibkan Pihak Kedua menghentikan penggunaan dan penayangan sertifikat, lisensi, dan tanda/logo ISPO apabila sertifikat dibekukan, dicabut, dihentikan, atau masa berlakunya berakhir;
e. Mewajibkan Pihak Kedua menarik, memperbaiki, atau menghapus seluruh bentuk publikasi, promosi, dokumen, atau media lain yang memuat klaim sertifikasi yang tidak sesuai; dan
f. Memberikan tindakan korektif, pembatasan, pembekuan, pencabutan sertifikasi, atau tindakan lain sesuai ketentuan yang berlaku apabila ditemukan penyalahgunaan atas lisensi, sertifikat, tanda/logo ISPO, atau mekanisme lain yang menunjukkan status sertifikasi.
5. Pihak Kedua berkomitmen menyatakan terkait sertifikasi ISPO hanya sesuai dengan ruang lingkup sertifikasi yang telah diberikan oleh Pihak Pertama.
6. Pihak Kedua dilarang menggunakan sertifikat, lisensi, tanda/logo ISPO, atau pernyataan sertifikasi dengan cara yang dapat menyesatkan, tidak sah, atau dapat merugikan reputasi Pihak Pertama maupun sistem sertifikasi ISPO.
7. Dalam hal sertifikat ISPO dibekukan, dicabut, dihentikan, atau masa berlaku sertifikat ISPO berakhir, Pihak Kedua wajib:
a. Menghentikan seluruh penggunaan sertifikat, lisensi, tanda/logo ISPO, dan seluruh bentuk klaim sertifikasi;
b. Menghentikan seluruh iklan, publikasi, promosi, media komunikasi, dan dokumen yang memuat referensi sertifikasi;
c. Mengembalikan dokumen sertifikat ISPO apabila dipersyaratkan oleh Pihak Pertama;
d. Melaksanakan tindakan lain sesuai ketentuan skema sertifikasi ISPO dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Apabila Pihak Kedua memberikan salinan dokumen sertifikasi kepada pihak lain, maka dokumen tersebut harus direproduksi secara utuh sesuai dengan ketentuan skema sertifikasi ISPO.
9. Dalam penggunaan sertifikat, lisensi, dan tanda/logo ISPO pada media komunikasi, promosi, publikasi, dokumen, kemasan, situs web, dan media lainnya, Pihak Kedua wajib mematuhi ketentuan penggunaan sertifikat dan tanda/logo ISPO sebagaimana diatur dalam Pasal Perjanjian ini serta ketentuan skema sertifikasi ISPO yang berlaku.
10. Pihak Kedua wajib memenuhi seluruh persyaratan terkait penggunaan tanda/logo ISPO, klaim sertifikasi, dan informasi mengenai status sertifikasi sesuai ketentuan Lampiran III Peraturan Menteri Pertanian No.33 Tahun 2025.
11. Apabila Pihak Kedua tidak mendapatkan sertifikat ISPO dari Pihak Pertama saat proses sertifikasi awal (Tabel 1), Hak dan Kewajiban Para Pihak yang terkait perjanjian sub-lisensi ini dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 4
Rencana Sertifikasi

1. Para Pihak sepakat menjalankan rangkaian sertifikasi ISPO sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Pertanian No. 33 Tahun 2025 serta ketentuan lain tentang ISPO yang berlaku pada saat Perjanjian ini dibuat diantaranya menjalankan kegiatan peninjauan dokumen permohonan, audit ISPO tahap 1, audit ISPO tahap 2 dan rapat komite teknis untuk pengambilan keputusan Sertifikasi ISPO serta empat kali penilikan dalam satu siklus sertifikasi (5 tahun). 

2. Proses sertifikasi dimulai dengan tahap audit kecukupan dokumen milik Pihak Kedua oleh Pihak Pertama. Setelah dokumen Pihak Kedua dinyatakan lengkap dan cukup maka Pihak Pertama akan melakukan audit (audit tahap 1 & tahap 2).

3. Apabila hasil evaluasi Pihak Pertama menyatakan bahwa Pihak Kedua telah sepenuhnya sesuai dengan persyaratan sertifikasi ISPO maka Pihak Pertama akan menerbitkan sertifikat ISPO. 

4. Apabila hasil evaluasi Pihak Pertama menyatakan bahwa Pihak Kedua tidak sesuai dengan persyaratan sertifikasi ISPO, maka Pihak Pertama memutuskan  untuk menolak memberikan sertifikat ISPO kepada Pihak Kedua. Permohonan dikembalikan kepada Pihak Pertama disertai alasan penolakan

5. Pihak Pertama akan melakukan surveilen 1 (pengawasan berkala) paling lambat 12 bulan, surveilen 2 paling lambat 24 bulan, survelien 3 paling lambat 36 bulan, dan surveilen 4 paling lambat 48 bulan sejak penerbitan sertifikat ISPO apabila Pihak Kedua telah tersertifikasi.
6. Paling lambat 1 (satu) tahun sebelum jangka waktu sertifikat ISPO berakhir,
Perusahaan Perkebunan dapat mengajukan Sertifikasi ISPO ulang.

Tabel 1. Rencana Kegiatan Sertifikasi ISPO
	No
	Kegiatan
	Syarat
	Waktu

	1
	Audit kecukupan dokumen
	Dokumen terkait lengkap
	Maksimum 1 minggu

	2
	Penandatanganan perjanjian sertifikasi ISPO
	Hasil kecukupan dokumen lengkap dan sudah ditandatangani kedua belah pihak
	1 minggu dari audit  kecukupan dokumen

	3
	Audit ISPO tahap 1, maksimal 20% dari total HOK (Hari Orang Kerja/mandays).
	Dokumen audit kecukupan lengkap dan sudah ditandatangani perjanjian sertifikasi ISPO
	· Kegiatan audit ISPO tahap 1 harus dilakukan maksimal 3 bulan setelah ditandatangani perjanjian
· Apabila ada temuan, klien diberikan waktu untuk melakukan perbaikan maksimal 6 bulan 

	4
	Audit ISPO tahap 2
maksimal 80% dari total HOK
	Dokumen tindaklanjut dari temuan audit tahap 1 sudah memenuhi
	Apabila ada temuan, klien diberikan waktu untuk melakukan perbaikan maksimal 6 bulan 

	5
	Rapat komite teknis
	Dokumen tindaklanjut dari temuan audit tahap 1 & 2 sudah memenuhi
	Maksimal 1 bulan dari temuan Audit Tahap 2 dinyatakan memenuhi.

	   6
	Penerbitan keputusan & sertifikat ISPO
	Hasil keputusan sertifikasi ISPO sudah disetujui oleh komite teknis & kepala LSISPO RPN
	Maksimal 2 minggu dari  Rapat Komite Teknis

	7


	Penilikan, total HOK sesuai sub sektor sertifikasi ISPO klien
	Sudah dinyatakan lulus sertifikasi ISPO
	· Surveilan 1 paling lambat 12 bulan penerbitan sertifikat ISPO
· Surveilen 2: paling lambat 24 bulan sejak
penerbitan sertifikat ISPO
· Surveilen 3: paling lambat 36 bulan sejak
penerbitan sertifikat ISPO
· Surveilen 4: paling lambat 48 bulan sejak penerbitan sertifikat ISPO




Pasal 5
Penggunaan Logo
1. Apabila Pihak Kedua telah memperoleh Sertifikat ISPO, maka Pihak Kedua berhak menggunakan Logo ISPO sebagai tanda bahwa usaha perkebunan kelapa sawitnya telah tersertifikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Ketentuan Penggunaan Logo ISPO mengacu pada Lampiran III Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2025 tentang Pedoman Logo Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (ISPO) dan Instruksi Kerja Penggunaan Logo ISPO yang diterbitkan oleh Pihak Pertama. 
3. Pihak Pertama berhak melakukan pengawasan terhadap penggunaan Logo ISPO oleh Pihak Kedua dan dapat meminta perbaikan atau penghentian penggunaan apabila ditemukan ketidaksesuaian.

Pasal 6
Pembubuhan Logo
1. Ketentuan dari aturan umum untuk penggunaan logo ISPO berlaku untuk perjanjian ini sesuai dengan Lampiran III Peraturan Menteri Pertanian No. 33 Tahun 2025.
2. Format, bentuk, warna dan ukuran logo ISPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran. Kementerian Pertanian memberikan kuasa kepada Komite Akreditasi Nasional (KAN) untuk menggunakan Logo ISPO. KAN sebagai penerima kuasa berhak memberikan hak/lisensi kepada LS ISPO yang telah diakreditasi melalui perjanjian lisensi penggunaan Logo ISPO.
3. Logo harus diletakkan pada tempat yang mudah terlihat dengan ukuran yang proporsional sehingga logo dan informasi pelengkapnya dapat dibaca dengan mudah.
4. Logo yang dibubuhkan pada ruang lingkup harus bersifat tidak mudah rusak dan masih dapat dikenali selama ruang lingkup tersebut digunakan.
5. Logo yang dipakai oleh Pihak Pertama harus dibubuhkan sesuai dengan rancangan (desain) Logo ISPO sebagai berikut:



a. Format Logo ISPO
I. Logo ISPO yang digunakan oleh Usaha Perkebunan Kelapa Sawit, Industri Hilir Kelapa Sawit, dan Usaha Bioenergi Kelapa Sawit harus sesuai dengan rancangan yang ditetapkan oleh Menteri sebagai berikut:
[image: ]
Keterangan:
ABC	: Model rantai pasok (Segregation atau Mass Balance)
M		: Kode Kementerian
XX	: Kode Ruang Lingkup Sertifikasi ISPO
YYY	: Nomor urut pemegang hak logo ISPO/Nomor Sertifikat Klien dari 
LSISPO RPN
ZZZ	: Nomor Akreditasi LSISPO
II. Kode Kementrian sebagaimana dimaksud huruf a, yaitu:
(I)		: Kementrian Pertanian
(II)		: Kementrian Perindustrian
(III)	: Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral 
III. Kode ruang lingkup sertifikasi ISPO untuk Usaha Perkebunan Kelapa Sawit sebagaimana dimaksud pada huruf a, yaitu:
(1a)	: Usaha Budi Daya Tanaman Perkebunan Kelapa Sawit;
(1b)	: Usaha Pengolahan Hasil Perkebunan Kelapa Sawit;
(1c)	: Integrasi Usaha Budi Daya Tanaman Perkebunan Kelapa Sawit
 dan Usaha Pengolahan hasil Perkebunan Kelapa Sawit.
IV. Kode ruang lingkup sertifikasi ISPO untuk Industri Hilir Kelapa Sawit sebagaimana dimaksud pada huruf a, yaitu:
(2)		: Industri Hilir Kelapa Sawit
V. Kode ruang lingkup sertifikasi ISPO untuk usaha Bioenergi Kelapa Sawit sebagaimana dimaksud huruf a, yaitu:
(3)		: Usaha Bioenergi Kelapa Sawit
VI. Nomor akreditasi LS ISPO sebagaimana dimaksud huruf a, berdasarkan ketentuan yang diterbitkan KAN
VII. Logo ISPO dapat diproduksi/diperbanyak menggunakan format digital EPS, JPG, JPEG, PNG, dan TIFF yang telah disediakan. Bentuk, desain, warna, dan komposisi Logo ISPO tidak diperkenankan diubah dengan cara dan alasan apapun dari ketentuan yang berlaku

b. Warna
	Uraian
	Merah
	Hijau tua
	Jingga (Oranye)
	Putih

	Tulisan “ISPO”
	100%
	
	
	

	Daun kelapa sawit di atas huruf “O”
	
	100%
	
	

	Bulatan di dalam huruf “O”
	
	
	100%
	

	Tulisan “Indonesian Sustainable Palm Oil
	
	100%
	
	

	Tulisan
· Model rantai pasok (Segregation atau Mass Balance)
· Kode Kementerian
· Kode ruang lingkup sertifikasi ISPO
· Nomor urut pemegang hak logo ISPO/Nomor ID Klien
	
	
	
	100%

	Warna dasar tulisan
· Model rantai pasok (Segregation atau Mass Balance)
· Kode Kementerian
· Kode ruang lingkup sertifikasi ISPO
· Nomor urut pemegang hak logo ISPO/Nomor ID Klien
	
	100%
	
	

	Tulisan LS ISPO-ZZZ-IDN
	
	100%
	
	

	Latar belakang Logo
	
	
	
	100%


Keterangan warna:
· Merah: komposisi R=238,G=64, B=54, C=0, M=90, Y=85, K=0. Kode warna #EE4036
· Orange (jingga): komposisi R=247, G=148, B=29, C=0, M=50, Y=100, K=0. Kode warna #F7941D
· Hijau: komposisi R=10, G=104, B=54, C=90, M=35, Y=100, K=25. Kode warna #0A6836
· Putih: komposisi R=255, G=255, B=255, C=0, M=0, Y=0, K=0. Kode warna #FFFFFF

c. Ukuran Logo ISPO Khusus
[image: ]

	a
	b
	c
	d
	e
	f

	790
	500
	180
	163
	163
	424



Keterangan:
a. Panjang kotak logo
b. Kotak logo
c. Tinggi tulisan “ISPO”
d. TInggi tulisan “Indonesian Sustainable Palm Oil”
e. Lebar kotak hijau
f. Panjang tulisan “Mass Balance” dan “LS ISPO-ZZZ-IDN”
Ukuran Logo ISPO untuk memastikan bahwa Logo digunakan proporsional sesuai dimensi papan nama, tangki, kemasan, atau dokumen.
d. Jenis Huruf
Tulisan “ISPO” menggunakan huruf Azo Sans Bold agar tampil berwibawa dan tegas. Huruf ini dikustomisasi untuk memberi daya tarik estetis dan keunikan sebagai fungsi identitas. Untuk tulisan “Indonesian Sustainable Palm Oil” dan nomor akreditasi Lembaga Sertifikasi menggunakan huruf Helvetica Neue Medium, serta “Segregation” atau “Mass Balance” menggunakan huruf Helvetica Neue Bold.
e. Pembubuhan Logo ISPO Khusus
I. Logo ISPO Khusus dibubuhkan terbatas pada Usaha Perkebunan Kelapa Sawit, Industri Hilir Kelapa Sawit, dan Usaha Bioenergi Kelapa Sawit yang telah memenuhi Prinsip dan Kriteria ISPO. Sebagai contoh, penggunaan logo khusus antara lain pada areal kebun, areal perkantoran, areal pabrik pengolahan kelapa sawit, tangki timbun, tangki pengangkut, invoice, dokumen angkut, dan/atau kemasan.
II. Dalam hal produk dipasarkan tidak menggunakan kemasan atau dipasarkan dalam bentuk curah, maka Logo ISPO dibubuhkan pada invoice dan/atau dokumen administrasi lainnya yang sah
III. Logo ISPO dibubuhkan pada tempat yang mudah terlihat dengan ukuran yang proporsional, sehingga Logo ISPO dan informasi pelengkapnya dapat terbaca dengan mudah, menggunakan bahan yang tidak mudah rusak sehingga masih dapat dikenali selama produk tersebut diperdagangkan.
IV. Pemegang hak/sub-lisensi penggunaan Logo ISPO dapat mengubah/menyesuaikan ukuran Logo ISPO secara elektronik hingga ukuran panjang dan lebar minimum 10 mm.
V. Logo ISPO dapat dicantumkan berdekatan dengan Logo Kelapa Sawit Berkelanjutan dari negara lain atau sistem sertifikasi lain.

Pasal 7
Ketidakberpihakan
1. Prinsip Ketidakberpihakan Pihak Pertama wajib melaksanakan seluruh kegiatan Sertifikasi ISPO secara independen, objektif, dan tidak memihak, serta menjamin bahwa seluruh keputusan sertifikasi didasarkan pada bukti objektif hasil evaluasi.
2. Pihak Pertama menjamin bahwa personel yang melakukan kegiatan audit (evaluasi) tidak terlibat dalam proses pengambilan keputusan sertifikasi ISPO terhadap Pihak Kedua
3. Pihak Pertama tidak diperkenankan memberikan jasa konsultasi terkait pemenuhan prinsip dan kriteria ISPO kepada Pihak Kedua yang dapat mempengaruhi objektivitas proses sertifikasi.
4. Pihak Kedua berhak menyampaikan keberatan apabila terdapat indikasi ketidakberpihakan dalam proses sertifikasi dan Pihak Pertama wajib menindaklanjuti secara objektif sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Pasal 8
Perubahan Yang Mempengaruhi Sertifikasi
1. Pihak Kedua wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak Pertama tanpa penundaan atas setiap perubahan yang dapat mempengaruhi kemampuan Pihak Kedua dalam memenuhi persyaratan Sertifikasi ISPO.
2. Pihak Pertama wajib melakukan evaluasi terhadap setiap perubahan yang dilaporkan untuk menentukan dampaknya terhadap status sertifikasi.
3. Pihak Kedua wajib melaksanakan setiap tindakan dan keputusan yang ditetapkan oleh Pihak Pertama sebagai tindak lanjut atas perubahan yang dilaporkan.
4. Dalam hal Pihak Kedua tidak melaporkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Pihak Pertama berhak menjatuhkan sanksi berupa pembekuan atau pencabutan Sertifikasi ISPO.
Pasal 9
Publikasi 
1. Pihak Pertama berhak dan wajib mempublikasikan informasi terkait Sertifikasi ISPO yang diberikan kepada Pihak Kedua sebagai bagian dari transparansi dan akuntabilitas kepada publik.
2. Pihak Pertama wajib menjaga kerahasiaan informasi milik Pihak Kedua yang bersifat rahasia dan tidak mempublikasikan informasi tersebut, kecuali:
a. Telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Pihak Kedua
b. Diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
3. Pihak Pertama wajib memastikan bahwa informasi yang dipublikasikan selalu mutakhir, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 9
Penilikan (Surveillance)

1. Selama berlakunya sertifikat ISPO, Pihak Pertama melakukan pengawasan berkala (survailen) kepada Pihak Kedua pada 12 bulan sejak diterbitkan sertifikat.

2. Surveillance selanjutnya dilakukan paling lambat 24, 36, dan 48 bulan sejak diterbitkan sertifikat, sampai penilikan ke-4.

3. Dalam hal terjadi force majeure, (seperti adanya bencana alam dan jaringan infrastruktur teknologi informasi tidak tersedia) dalam pelaksanaan surveilen, diberikan perpanjangan waktu pelaksanaan surveilen paling lambat 3 (tiga) bulan sejak keputusan sertifikasi sebelumnya.
4. Apabila dalam penilikan terdapat ketidaksesuaian, Pihak Kedua diberikan waktu untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak rapat penutupan penilikan.

5. Keputusan hasil penilikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat 3 berupa pemeliharaan, pembekuan, pembatalan atau pencabutan sertifikat ISPO.

Pasal 10
Jangka Waktu Sertifikasi
1. Sertifikat ISPO berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua.
2. Selama masa berlaku tersebut, keberlanjutan status sertifikasi dan perjanjian ini ditetapkan tetap berlaku dengan ketentuan bahwa Pihak Kedua wajib:
a. Menjalani kegiatan penilikan (surveilance) sebanyak 4 kali dalam 1 (satu) siklus sertifikasi yang dilaksanakan paling lambat 12, 24, 36, dan 48 bulan sejak diterbitkan sertifikat dan 
b. Dinyatakan memenuhi dalam setiap proses audit penilikan sesuai dengan prinsip dan kriteria ISPO. 
3. Sebelum berakhirnya jangka waktu sertifikat, Pihak Kedua wajib mengajukan sertifikasi ulang paling lama paling lambat 1 (satu) tahun sebelum masa berlaku sertifikat berakhir.
Pasal 11
Pembekuan dan Pencabutan Sertifikasi ISPO

1. Pembekuan dilakukan apabila Pihak Kedua tidak dapat mempertahankan dan menerapkan prinsip dan kriteria ISPO dan pemenuhan persyaratan administratif lainnya dalam jangka waktu sertifikasi.

2. Apabila Pihak Kedua mendapatkan keputusan pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1), diberikan waktu untuk melakukan perbaikan paling lama 6 (enam) bulan.

3. Apabila Pihak Kedua tidak juga melakukan perbaikan dalam periode pembekuan ayat 2) maka Pihak Pertama mencabut sertifikasi yang diberikan kepada Pihak Kedua.
4. Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembekuan juga dapat dilakukan apabila Pihak Kedua tidak memenuhi kewajiban pembayaran biaya sertifikasi sesuai dengan Perjanjian yang telah disepakati.
5. Dalam hal Pihak Kedua tidak memenuhi kewajiban pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam 3 bulan setelah dilayangkan surat penagihan atau pemberitahuan tertulis lainnya, maka Pihak Pertama berwenang melakukan pencabutan sertifikasi.

Pasal 12
Pengaktifan Kembali Sertifikat
1. Sertifikat ISPO yang dibekukan dapat diaktifkan kembali oleh Pihak Pertama apabila Pihak Kedua telah melakukan tindakan perbaikan atas ketidaksesuaian yang menjadi dasar pembekuan sertifikat.
2. Pengaktifan kembali sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan apabila:
a. Seluruh ketidaksesuaian telah diperbaiki dan diverifikasi oleh Pihak Pertama;
b. Pihak Kedua dapat menunjukkan bukti objektif atas pemenuhan kembali prinsip dan kriteria ISPO; dan
c. Tidak terdapat pelanggaran lain yang berdampak signifikan terhadap pemenuhan persyaratan sertifikasi.
3. Keputusan pengaktifan kembali sertifikat dilakukan oleh Pihak Pertama secara independen berdasarkan hasil evaluasi dan bukti objektif, serta tidak melibatkan personel yang melakukan audit sebelumnya apabila dipersyaratkan.
4. Setelah dinyatakan aktif kembali, sertifikat ISPO kembali berlaku sesuai dengan masa berlaku sebelumnya, kecuali ditentukan lain oleh Pihak Pertama berdasarkan hasil evaluasi.
5. Pihak Kedua wajib mematuhi seluruh ketentuan dan tindakan yang ditetapkan oleh Pihak Pertama sebagai bagian dari proses pengaktifan kembali sertifikat.

Pasal 13
Pernyataan

Dalam melakukan jasa sertifikasi ISPO, Pihak Pertama tidak memberikan jaminan bahwa Pihak Kedua akan berhasil memperoleh sertifikasi, kecuali Pihak Kedua dapat memenuhi semua persyaratan yang dinyatakan dalam perjanjian ini serta persyaratan yang diatur dalam Ketentuan Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang ISPO.


Pasal 14
Pengakhiran/Pemutusan Perjanjian

Perjanjian ini berakhir karena sebab-sebab sebagai berikut :
a. Seluruh hak dan kewajiban dari Para Pihak telah dipenuhi sesuai dengan ketentutan dalam perjanjian ini.
b. Para Pihak bersama-sama ingin mengakhiri perjanjian ini lebih cepat dengan membuat suatu kesepakatan bersama secara tertulis.
c. Pihak Kedua tidak dapat memenuhi prinsip kriteria ISPO sesuai dengan Pasal perjanjian ini.


Pasal 15
Banding/Perselisihan
1. Semua perselisihan yang mungkin timbul dalam kaitannya dengan perjanjian ini diselesaikan sesuai dengan prosedur banding yang ditetapkan Pihak Pertama yang dapat diakses melalui website (http://lsispo.rpn.co.id/). Dokumen diterbitkan dalam rangkap dua dan ditandatangani oleh wakil Pihak Pertama dan Pihak Kedua. 
2. Pihak Kedua dan/atau pihak lain yang berkepentingan berhak mengajukan keluhan dan/atau banding kepada Pihak Pertama terkait pelaksanaan kegiatan Sertifikasi ISPO, termasuk namun tidak terbatas pada proses audit, keputusan sertifikasi, dan tindakan sertifikasi lainnya.
3. Keluhan dan/atau banding diajukan secara tertulis kepada Pihak Pertama melalui mekanisme yang telah ditetapkan, baik secara langsung maupun melalui media resmi yang disediakan oleh Pihak Pertama.
4. Keputusan atas keluhan dan/atau banding bersifat final dan mengikat, serta dapat mencakup tindakan perbaikan, perubahan keputusan sertifikasi, atau tindakan lain yang diperlukan sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Pihak Pertama wajib menjaga kerahasiaan seluruh informasi yang terkait dengan keluhan dan banding, kecuali diwajibkan lain oleh peraturan perundang-undangan.


Pasal 16
     Keadaan Kahar	

1. Dalam hal salah satu Pihak mengalami keadaan kahar/Force Majeure berupa namun tidak terbatas pada huru hara, banjir, bencana alam, Tsunami, peperangan yang mengakibatkan tidak dapat melaksanakan pemenuhan perjanjian sebagaimana mestinya maka sepanjang telah dilaporkannya keadaan kahar tersebut oleh Pihak yang bersangkutan kepada Pihak lainnya dalam waktu 3 x 24 jam disertai dengan bukti pendukung maka Para Pihak tidak dapat saling menuntut.

2. Apabila keadaan kahar/Force Majeure telah dilaporkan, maka Para Pihak akan menyepakati perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan dalam perjanjian ini (apabila diperlukan perpanjangan waktu tersebut).

3. Apabila keadaan kahar/Force Majeure menyebabkan salah satu Pihak tidak dapat melaksanakan perjanjian ini maka Para Pihak dapat mengambil keputusan untuk mengakhiri perjanjian ini.

Pasal 17
Komitmen Anti Penyuapan
1. Seluruh Personel LSISPO PT RPN serta pihak lain yang bekerja untuk dan atas nama LSISPO wajib mematuhi prinsip anti penyuapan dan tidak melakukan, menjanjikan, menawarkan, menerima, atau meminta suap dalam bentuk apa pun.

2. LSISPO berkomitmen untuk menjalankan kegiatan usaha secara transparan, akuntabel, dan berintegritas dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta standar sistem manajemen anti penyuapan yang relevan.

3. Setiap pelanggaran terhadap ketentuan anti penyuapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan internal Perseroan dan/atau ketentuan hukum yang berlaku.

4. Perseroan menjamin perlindungan terhadap pelapor (whistleblower) yang melaporkan dugaan praktik penyuapan dengan itikad baik, sesuai dengan kebijakan yang berlaku.

Pasal 18
		Addendum

1. Apabila ada hal-hal yang mungkin timbul dikemudian hari dan belum diatur dalam perjanjian ini maka atas dasar kesepakatan Para Pihak akan dibuat dalam surat Addendum yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dalam perjanjian ini.

2. Penyimpangan - penyimpangan dari perjanjian ini hanya akan berlaku dan mengikat jika telah dibuat secara tertulis dan ditanda tangani oleh Para Pihak dan dianggap sebagai addendum yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam perjanjian ini.

Pasal 19
Lain-Lain

1. Terhadap perjanjian ini berlaku Hukum Negara Republik Indonesia.

2. Pihak Kedua berkomitmen untuk tidak melakukan praktek Korupsi, Kolusi, Nepotisme (selanjutnya disebut KKN), memberi sesuatu berupa uang, barang maupun bentuk lainnya yang dapat dikatagorikan sebagai Gratifikasi serta tidak melakukan tindakan hukum lainnya kepada manajemen dan/atau karyawan yang ditujukan untuk memudahkan pelaksanaan perjanjian dan menguntungkan Pihak Pertama secara sepihak.

3. Perjanjian tidak dapat dialihkan oleh Pihak Pertama kepada pihak lain tanpa melalui persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak Kedua. 

4. Perjanjian ini berlaku sejak ditanda tangani oleh Para Pihak.




[bookmark: _heading=h.clptf5ifv2ew]Demikian kontrak ini dibuat dan ditanda tangani serta diparaf setiap halaman oleh Para Pihak, dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat Para Pihak.


	Pihak Pertama,
	Pihak Kedua,

	LS ISPO PT RPN
	(nama perusahaan)

	




Adi Cifriadi
Kepala LS
	




(Nama Direktur)
Direktur 
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